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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hibah wasiat merupakan sebuah istilah hukum yang muncul dalam
tatanan hukum perdata’ di Indonesia. Konsep hibah wasiat ini hanya dikenal
dalam ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata?,
selanjutnya disingkat dengan KUH Perdata.

Secara yuridis, hibah wasia&yai;’@@jgtur dalam KUH Perdata merupakan

N

salah satu bentuk perpindahgﬁ; ar 'ari idan atau pewasiat setelah ia

meninggal dunia, selain %e , i dikenal dalam literatur

! Sudikno Mertokus
yang mengatur hak dan kewaj
hubungan kekeluargaan dan di d
masing-masing pihak”. Lihat <
(‘Yogyakarta: Liberty, 1996), h. 108

2 KUH Peuau ﬁRﬁLTAéJMM N&E@Eﬁb merupakan produk
pemerintah Hindia Belandal/MiﬁMi B(rﬂ ﬁmm asas konkordansi, yaitu
asas yang menyatakan bah b i engan ketentuan hukum
yang berlaku di negeri Belanda. ?Hdﬂ t#rim[ri pat buku. Buku I tentang Hukum
Orang, Buku Il tentang Hukum Benla, u®l ang" Perikatan, dan Buku IV tentang
Pembuktian dan Daluwarsa. Hingga saat ini Indonesia masih belum memiliki KUH Perdata
sendiri. Meskipun demikian, terdapat beberapa ketentuan di dalam KUH Perdata atau BW tersebut
yang telah dicabut dan atau diganti karena sudah adanya produk undang-undang milik pemerintah

Indonesia, seperti tentang perkawinan. Lihat Salim HS., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), Cet-3., h. 3-4

® Wasiat dalam literatur figh diartikan oleh ulama, antara lain yang dikemukakan oleh
Syeikh Sayyid Sabiq, yaitu “penyerahan kuasa secara khusus kepada seseorang yang berlaku
setelah kematian”. Lihat Syaikh Sayyid Sabiq, Figh al-Sunnah, Juz III, (Beirut: Dar al-Fikr,
2007), h. 1000. Adapun dalam KHI, wasiat diartikan sebagai “pemberian suatu benda dari
pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia”.
Lihat Pasal 171 huruf f KHI. Sedangkan dalam KUHPerdata, wasiat adalah “sebuah akta berisi
pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang dapat
dicabut kembali olehnya”. Lihat ketentuan Pasal 875 KUHPerdata

* Dalam istilah figh disebut juga dengan “al-faraidh”, yaitu “suatu yang telah
ditetapkan bagiannya dengan jelas”. Lihat Jalal al-Din al-Mahalli, Syarku Minhaj al-Talibm, Juz
I, (Kairo: Dar Thya’ al-Kutub al-‘Arabi, tt), h. 134-135. Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam
(selanjutnya disingkat dengan KHI), kata waris dikaitan dengan “hukum kewarisan”, yaitu “hukum
yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

a dengan “hukum perorangan
terhadap yang lain di dalam
aksanaannya diserahkan kepada
enal Hukum: Suatu Pengantar,



hukum Islam. Meskipun dalam hukum Islam tidak ditemukan istilah hibah wasiat,
namun apabila ditinjau lebih lanjut, maka dapat dilihat bahwa hibah wasiat
merupakan bagian dari wasiat. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam pasal 874-876
KUH Perdata. Artinya, hibah wasiat sama dengan wasiat dalam pandangan hukum
Islam, karena dalam ketentuannya sama-sama berupa penunjukan seseorang oleh
pewasiat sebagai penerima bagian tertentu dari harta yang dimilikinya, dan
pemindahan harta yang dimaksud berlaku setelah pewasiat meninggal dunia.
Layaknya persoalan waris, peralihan harta pewaris kepada orang-orang

yang ditinggalkannya secara hibah wggjétt\}?gq\kerap menimbulkan persengketaan

dalam pelaksanaannya. Untuf{;\'ffpef :"'t‘e,r;éTbut maka para pihak dapat
mengajukannya kepada ["";

Pihak berwenan eradilan, yaitu pelaksana
kekuasaan kehakiman® garakan peradilan guna

menegakkan hukum dan keadilan sarkan Pancasila dengan tugas pokok
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menerima, memerlksa,IM ArMmBr@N@ setlap perkara yang
diajukan kepadanya dan tugaﬁirAerBsAalNelﬁlran perundang-undangan.

Di Indonesia, terdapat dua badan peradilan yang berwenang untuk
menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkara perdata, termasuk perkara
hibah wasiat. Badan peradilan tersebut adalah peradilan umum dengan Pengadilan

Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Negeri sebagai

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.
Lihat Pasal 171 huruf a Buku Il KHI

> Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Lihat Pasal 1 Undang-undang Nomor 4
Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman



pengadilan tingkat banding, serta peradilan agama dengan Pengadilan Agama
sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai
pengadilan tingkat banding. Akan tetapi, meskipun kedua badan peradilan tersebut
memiliki kewenangan dalam perkara perdata, namun dalam penyelenggaraannya
terdapat perbedaan yang disebabkan adanya aturan mengenai kewenangan
absolut® pengadilan.

Secara yuridis, Peradilan Umum sebagai salah satu pemegang kekuasaan
kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus

perkara pidana dan perdata pada tmgkaupe,ttama untuk Pengadilan Negeri dan

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, nibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan
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ekonomi syari’ath.8 IMAM BONJOL
Berdasarkan ketentuR tAeD Aleiﬁpulkan bahwa perkara hibah

wasiat secara umum merupakan kewenangan dari pengadilan negeri, sedangkan

khusus bagi orang-orang yang beragama Islam penyelesaian perkara hibah

wasiatnya diselesaikan oleh pengadilan agama. Namun, dalam prakteknya masih

® Kekuasaan absolut adalam kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis
perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara
atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya. Lihat Asasriwarni dan Nurhasnah, Peradilan
di Indonesia (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha
Negara, (Padang: Hayfa Press, 2008), cet.2, h. 79

" Lihat Pasal 50 dan 51 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

8 Lihat Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo
Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



terdapat perkara hibah wasiat antara orang-orang yang beragama Islam diajukan
dan kemudian diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Perkara yang dimaksud adalah
perkara di Pengadilan Negeri Padang dengan Nomor: 69/Pdt.G.2009/PN.Pdg.
Perkara tersebut diajukan oleh enam orang penggugat melawan dua
orang tergugat yang sama-sama beragama Islam. Dalam duduk perkaranya, enam
orang penggugat menyatakan diri sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang
bernama ALRB. Keseluruhan penggugat tersebut merupakan anak-anak kandung

dari saudara-saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia sebelum

meninggalnya pewaris. Sedangkan ,{ergugat\yang terdiri dari tergugat | adalah
-

oleh para penggugat,
terdapat dua alasan mend@Sar lla| nya a ebut ke pengadilan, yaitu

berkenaan dengan hibah an dan harta yang diduga

merupakan Warlsan dar ewaris _F dak dicantumkan di dalam surat wasiat
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yang semestinya harus IiMﬂMneBl@Ntur@tberlaku.
Harta yang telah dihBaanQkAaNlaGerupa tiga bidang tanah hak

milik dengan bangunan yang berdiri diatasnya, serta saham perusahaan masing-
masing sebanyak 50 % kepada tergugat | sebagai isteri pewaris dan kepada
saudara-saudara kandung pewaris yang dalam hal ini adalah orang tua kandung
dari para penggugat yang keseluruhannya telah meninggal dunia sebelum

meninggalnya pewaris.

° Disebut juga dengan fundamentum petendi, yaitu dalil-dalil konkrit tentang adanya
hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Lihat Mohammad
Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 30



Adapun harta yang diduga sebagai harta warisan yang belum dibagi
selain yang dicantumkan dalam surat wasiat adalah berupa tiga bidang tanah hak
milik lengkap dengan sertifikatnya. Dua bidang tanah yang dimaksud berlokasi di
Kota Padang, dan satu bidang lainnya berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan.

Selanjutnya, dalam putusannya hakim Pengadilan Negeri Padang dalam
perkara tersebut mengabulkan gugatan para penggugat berkenaan dengan
pemberian hibah wasiat sebanyak 50 % dari modal perusahaan dan sebuah tanah
hak milik kepada para penggugat, yang dalam hal ini merupakan ahli waris
pengganti dari penerima wasiat yaagsahsebagalmana telah tercantum di dalam

surat wasiat.

Berdasarkan ha bt A hatd yang menjadi persoalan
terkait perkara Nomor: 6 hanya berkenaan dengan
kewenangan absolut pe kaitan dengan prosedur

pelaksanaan hibah wasiat, yaitu berkenda n keberadaan penerima wasiat
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pada saat hibah wasiat IJMSAM P@NJJ @Ljelas telah meninggal
dunia, sehingga berdasarkarRAl 9A(lN Gdata hibah wasiat tersebut

seharusnya menjadi batal.

Selain itu, pemberian hibah wasiat juga melebihi dari 1/3 harta dari harta
peninggalan pewaris, dan ini bertentangan dengan ketentuan hukum Islam yang
mensyaratkan porsinya tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) harta peninggalan pewaris.

Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW., sebagai berikut:

o- P2

Jﬁb&ruudﬁuu;dbfb&dﬁ’a}b;b.)\}r.&)\wﬂwg.)\:—
f»\dgjgjg:m,vlewdx\y{’\dswwf :JUA.;;w\@'@’%\Jo.}M



Bl 08 LG Sy Ay Sl el J6 L e e 3 Y ST B

,svw CET8 6 e TB6 ST s sl 106 eazaly 5fejjs;.uguj

((_5JL>=J\ ob)) V.& J—SJ de g.,.l.Jb JU\ LS"ajLa J_ng\ —
Artinya:

“Telah bercerita kepadaku Muhammad ibn ‘Abd al-Rahim, telah
menceritakan kepada kami Zakariyya’ ibn ‘Adiy, telah menceritakan
kepada kami Marwan dari Hasyim ibn Hasyim dari ‘Amr ibn Sa’ad dari
ayahnya ra., ia berkata: Aku sakit, lalu Nabi SAW., menjengukku.
Kemudian aku katakan: Ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar
Dia tidak mengembalikan aku kepada keadaan sebelumnya (negeri kafir).
Beliau bersabda: Semoga Allah mengangkat derajatmu dengan
memberikan manfaat kepada manusia melalui dirimu. Aku berkata: Aku
ingin berwasiat, sedangkan aku memiliki seorang anak perempuan. Maka
aku bertanya apakah aku be'h{\berwasmt dengan setengah hartaku?
Beliau bersabda: Setengah lw ‘banyakaAku tanyakan lagi: Sepertiganya?
Beliau bersabda: Yag seper "értlg itu banyak atau besar Dia
(Sa’ad) berkatag -
beliau (Rasulul

Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/™#.G.2009/PN.Pdg., diketahui bahwa para
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tergugat dalam perkarIM WMerB'@ﬁNxzjiEt'r-hadap putusan hakim

tersebut. Artinya, putusan ter§ebyfielff) hfkdbia@§ hukum yang tetap dan tidak

ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para tergugat. Dengan demikian,
para pihak yang berperkara dianggap telah puas dengan putusan hakim.

Pada satu sisi putusan tersebut memang telah berkekuatan hukum yang
tetap, namun di sisi lain terdapat kejanggalan dalam penyelesaian perkara
Pengadilan Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G.2009/PN.Pdg., tersebut, apalagi

hibah wasiat yang diberikan oleh pewaris pada akhirnya didapatkan oleh para

0 Abii Abdullah Muhammad ibn Isma’il al-Bukhari, al-Jami’ al-Sahih, Juz 2, (Mesir:
Matba’ah al-Salafiyyah, 1403 H), h. 287



penggugat yang dalam hal ini berstatus sebagai ahli waris pengganti, bukan
didapatkan oleh orang-orang yang disebutkan di dalam surat wasiat.

Beranjak dari latar belakang tersebut di atas, terlihat bahwa terjadi
ketidakjelasan dalam penyelesaian perkara hibah wasiat, khususnya bagi orang-
orang yang beragama Islam, sedangkan dalam Islam peralihan harta dari
seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup merupakan
pertanggungjawaban secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya dan secara

horizontal antara sesama manusia. Oleh karena itu, melalui tesis ini penulis ingin

meneliti lebih lanjut mengenai perggéiéd%ib{gh wasiat, dengan judul “Analisis

rumusan masaldd b&lMﬁRﬂTAﬁllﬁMMbﬂEﬁﬁ&l
a. BagaimanaIM.@% [QENMWé&LNegeH mengabulkan
perkara hibah wasiat Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg?
b. Bagaimana penyelesaian perkara hibah wasiat di Pengadilan Negeri

Padang Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengungkap argumentasi hakim Pengadilan Negeri

mengabulkan perkara hibah wasiat Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.



b. Untuk memaparkan penyelesaian perkara hibah wasiat di Pengadilan
Negeri Padang Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg ditinjau dari hukum

Islam.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Secara Teoritis

1) Membantu penambahan wawasan intelektual yang luas tentang

perkara hibah wasiat a%gga orang-orang yang beragama Islam

,_/25’{ Y
dalam lingkup pegaq;i,[a%'f’ i Indon
e,
2) Membantyterselen
ketentuan di  Indonesia tanpa

mengenya ( m . : hal ini mengenai hibah

3) MeAHMINER SERA el SiliAMMNE GERbijadikan  sebagai

Iandasarl M@%@g@g@# penelitian-penelitian

selanjutnya.

b. Secara Praktis
1) Memberikan kontribusi dalam penerapan hukum Islam, khususnya
dalam persoalan hibah wasiat bagi kalangan umat Islam agar sesuai
dengan ketentuan syariat.
2) Menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai saran untuk

mengarahkan pihak-pihak yang terkait langsung, seperti hakim



Pengadilan Negeri dan hakim Pengadilan Agama, serta pihak-pihak
yang akan memperkarakan persoalan hibah wasiat ke pengadilan,
maupun pihak-pihak yang tidak terkait langsung, seperti konsultan
hukum dan cendekiawan muslim dalam memahami persoalan hibah

wasiat antara orang-orang yang beragama Islam.

D. Definisi Operasional
Untuk memberikan gambaran serta menghindari adanya pemahaman

yang berbeda dengan yang dimaksu

dgdari penelitian ini, maka berikut akan

dijelaskan beberapa poin pentingd litian penulis ini, yaitu:

s

Analisis idikan terhadap suatu

jetahui  keadaan yang

ud dalam penelitian ini

) Ni\ﬁ?ﬁﬁﬂs %Ma”&ﬁiR}ang menyelidiki
S eftentu, yang dalam hal

PADANE
ini adalah sebuah peristiwa hukum tentang hibah

wasiat.

Perkara : Sesuatu yang perlu diselesaikan.*?
Kata “perkara” yang dimaksud dalam

penelitian ini adalah sebutan suatu persoalan

1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa,
2008), h. 59
' 1bid., h. 1163



Pengadilan Negeri Padang

Hibah Wasiat
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yang didaftarkan dan/atau diajukan ke

pengadilan untuk diselesaikan.

Pengadilan Negeri Padang yang dimaksud oleh
penulis di sini adalah sebuah Pengadilan Negeri
Kelas I.A yang berkedudukan di ibukota Kota
Padang, Propinsi Sumatera Barat.

Kata “hibah wasiat” dalam konsep kewenangan

peradilan agama merupakan dua hal yang

“hibah” dan “wasiat”.
onsep, kewenangan peradilan
mengandung makna
di mana pewaris

atu atau beberapa orang

UNIVER SPFASPRE 9 [ R G Rigg) semua barang-
lMAM"gBONd@ElmJ misalnya, semua

Pbﬁng)a%ug”bgerak atau barang-barang

tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau
semua barangnya.’® Pelaksanaan hibah wasiat
dilakukan setelah pewasiat meninggal dunia.

Jadi, perkara hibah wasiat adalah persoalan
mengenai penetapan khusus mengenai barang

atau harta yang dilakukan oleh pewaris untuk

13 ihat Pasal 957 KUHPerdata



Hukum Islam

._5‘?,;:)
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orang-orang tertentu yang diajukan ke pengadilan

untuk diselesaikan.

Terdapat banyak istilah yang digunakan dalam
menggambarkan hukum Islam, di antaranya yaitu
syari’ah dan hukum syara’.

Syari’ah adalah aturan-aturan yang ditetapkan
oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam

hubungannya  dengan  Tuhannya,  dengan

saud}@a%ya seaim

a muslim, dengan saudaranya
Tﬂden n alam, dan dalam
upannya.** Sedangkan

seperangkat peraturan

Allah tentang tingkah laku

UNIVERSTTAS IS4 N 8 € pggkini berlaku serta

IMAMEB QNG Livet yang beragams
PADANG

Jadi, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu kajian ilmiah

untuk meneliti dan menelaah perkara perdata, khususnya persoalan hibah wasiat

antara orang-orang yang beragama Islam yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri

Padang. Kemudian, putusan tersebut ditinjau dari perspektif hukum Islam.

4 Mahmud Syaltut, al-Islam ‘Agidah wa Syari’ah, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), cet-3,

h.12

5 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Kencana, 2008), Jilid 1, h. 334
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E. Tinjauan Kepustakaan

Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, baik melalui penelusuran di
pustaka maupun penelusuran di website, terdapat beberapa karya ilmiah yang
membahas tentang hibah wasiat. Di antara karya ilmiah tersebut, terdapat empat
tulisan yang paling relevan dengan pembahasan penulis.

Pertama, tesis yang ditulis oleh 1 Gusti Ayu Putu Oka Cahyaning
Mustika Sari, Mahasiswi Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar,
dengan judul “Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Hibah Wasiat Oleh

Pelaksana Wasiat di Kabupaten T abgngn;’*\Karya ilmiah yang ditulis oleh I Gusti
’_<- ) 4,'/ ~ _v._"?-:..\

Putu Oka Cahyaning Mustika "ﬁ%ﬂ ini‘memba

berdasarkan hibah wasi Bk A@» ma hibah wasiat tanpa
adanya pelaksana wasiat d
akan bahwa pelaksanaan

Hasil penelitian

peralihan hak atas tanah berdasarkan hifah wasiat tanpa adaR/F pelaksana wasiat
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di Kabupaten TabanaleArMuerB@NJl@lr_nengenai hibah yang
dilakukan oleh pelaksana WBaASBarAaNkﬁstian hukumnya didapatkan

sejak dibukanya akta wasiat yang diberikan oleh pewaris kepada penerima hibah
dan dengan dilakukan pendaftaran hak atas tanah sehingga diperoleh sertifikat
sebagai tanda bukti haknya.

Berdasarkan kajian dan hasil penelitian | Gusti mengarah kepada hibah
wasiat berdasarkan kepada hukum adat yang kemudian dilegalkan di hadapan

notaris untuk mendapatkan sertifkat benda yang dihibahwasiatkan.
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Kedua, tesis yang ditulis oleh Ferza Ika Mahendra, Mahasiswi Program
Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, dengan judul “Hak
Mewaris Berdasarkan Hibah Wasiat”. Karya ilmiah Ferza membahas tentang
proses pengangkatan anak dan pelaksanaan hibah wasiat terhadap anak tersebut
untuk mendapatkan harta warisan. Hasil penelitian Ferza tersebut menyebutkan
bahwa pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara membuat akta di hadapan
notaris atau dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Sedangkan
hak mewarisinya dapat melalui waris testamentair jika anak tersebut mendapatkan

hibah wasiat. Jadi, secara garis besa}_ ka{ya 1Im|ah Ferza membicarakan tentang

keabsahan anak angkat darT car 5 .‘\_/\IT\rlsan untuknya berdasarkan
ketentuan yang berlaku d -.@__ sz
Ketiga, skripsi pviyah Cholil, Mahasiswi
Jurusan Ahwal al-Syakhs N Walisongo Semarang,

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam 1 Hibah Wasiat I(Dalam Pasal 968
(JNIVERSITAS ISLiM NEGER

KUH Perdata)”. Kar*MnAM. wmwng kebolehan untuk
memberikan suatu benda t? tAuDelAaNﬂﬁ wasiat sebagaimana yang

terdapat di dalam pasal 968 KUH Perdata, dan kemudian ditinjau dari perspektif
hukum Islam. Hasil penelitian RR. Sitti tersebut menyatakan bahwa hukum Islam
menganut kepastian hukum, sehingga pemberian barang yang tidak jelas sebagai
hibah wasiat adalah bertentangan dengan hukum Islam.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Beni Khaeroni, Mahasiswa Program
Studi al-Ahwal al-Syakhsiyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang, dengan judul “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang
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tentang Hibah Wasiat (Perspektif KHI dan Hukum Positif dalam Pasal 968 dan
922 KUH Perdata) . Karya ilmiah Beni Khaeroni membahas tentang pandangan
hakim Pengadilan Agama Kota Malang tentang pemberian benda tak tertentu
sebagai hibah wasiat dalam pasal 968 KUH Perdata dan ketidakbolehan mencabut
atau penarikan wasiat yang telah diberikan oleh pewasiat berdasarkan pasal 992
KUH Perdata.

Hasil penelitian Beni Khaeroni tersebut menyatakan bahwa hakim
Pengadilan Agama Kota Malang menolak pasal 968 KUH Perdata dengan

mengaitkannya kepada pasal 713 __Igpﬁfi}:iﬁ;a\si\Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
S5 - _v._"?.:..\

ah}{' harus pasti dan diketahui.
ota Malang berpendapat
bahwa pasal tersebut tida l D AREN pemberian cuma-cuma,
sedangkan wasiat merup

ang dilaksanakan setelah

pewasiat meninggal dunia
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Melihat kepac'iMyA'lM1 B@NmLSitti Shoviyah Cholil
dan Beni Khaeroni terseblP (AaB, ArINt Glhwa keduanya sama-sama

membahas tentang pandangan terhadap ketentuan hibah wasiat dalam pasal 968
dan 992 KUH Perdata. Bedanya adalah RR. Sitti melihat dari perspketif hukum
Islam, sedangkan Beni mengemukakan pendapat Pengadilan Agama Kota Malang
yang mengaitkannya dengan ketentuan yang terdapat di dalam KHES.

Adapun yang penulis bahas terfokus kepada persoalan hibah wasiat yang
diputuskan oleh Pengadilan Negeri Padang, dengan fakta bahwa perkara tersebut

terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, penerima hibah wasiat telah
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lebih dahulu meninggal dunia dibanding pewaris, dan pembagian hibah wasiat
melebihi dari 1/3 harta pewasiat. Kemudian, terhadap putusan Pengadilan Negeri

tersebut dilakukan tinjauan ulang berdasarkan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam Kkegiatan
penelitian, yaitu dalam rangka untuk mendapatkan data, menyusun, mengolah,
dan menganalisisnya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai

berikut:

1. Jenis penelitian
(normative legal r ap sumber-sumber yang
enelaah buku-buku, serta

tersedia dengan me

menelusuri putusan-g

permasalahaUNﬂyﬁBﬁ!TMm&MkMgEﬁ@m hasil penelitian di

lapangan berupaIFM@\% E?ﬁ%éq .ﬂklm yang menerima,

memeriksa mengadili ~ perkara  hibah  wasiat  Nomor:

Padang berkaitan dengan

69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., untuk selanjutnya ditinjau berdasarkan hukum

Islam.

2. Jenis dan sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan register perkara yang

16 penelitian hukum normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner, karena
dilakukan dan ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. (Lihat Bambang Sunggono,
Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h.27
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berkaitan dengan perkara hibah wasiat antara orang-orang yang beragama
Islam di Pengadilan Negeri Padang.
Adapun sumber data penelitian ini terdiri bahan hukum primer,
bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, yaitu putusan hakim Pengadilan Negeri Padang
Nomor: 69/Pdt.G/2009/PN.Pdg., tentang perkara hibah wasiat.
b. Bahan hukum sekunder, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan
kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti,

diantaranya Undang-undang@Nomior 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
S {/‘H 3 - _"?.:‘.\>

-

Tahun 1989 te Rer o 8k AME_\/an h diubah sebanyak dua

Mujtahid wa Niha el s QY s /i wa ‘adillatuh, dan lain

sebagainya. Selain itu, bahan hlkum sekunder dalam Ipenelitian ini juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGER

berupa WawarI:MﬁMem'Nlirj@Emgsional pengadilan,
dalam hal ini adalaPl\/&ll—AilNPﬁadilan Negeri Padang yang

memeriksa, = mengadili dan  memutuskan  perkara  Nomor:
69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum Islam, dan Kamus Bahasa

Arab.
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3. Teknik pengumpulan data
a. Riset pustaka
Teknik ini dilaksanakan dengan melakukan penelusuran putusan
pada direktori putusan di website Mahkamah Agung Republik Indonesia
berkenaan dengan perkara hibah wasiat yang diputuskan oleh Pengadilan

Negeri Padang.

b. Wawancara

Proses tanya-jawab iai dilakukan melalui via telepon dan

R
Vo as N

chatting dengan hakim perkara  Nomor:

SH., M.Hum., sela i a.

MNWEW&SMtNE@&&tm tugas hakim-
hakim tersebler@J% ?Agyérgalberada di luar Pulau
Sumatera, yaitu masing-masingnya berada di Pengadilan Tinggi Negeri
Yogyakarta (Bapak Ali Rustam, SH), Pengadilan Negeri Ciamis (Bapak
Sapta Diharja, SH., M.Hum), dan Pengadilan Negeri Cilacap (Bapak Jon
Effreddi, SH., MH).

Namun, dalam proses penelitian wawancara dengan Ketua
Majelis, yaitu Bapak Ali Rustam, SH., tidak dapat dilaksanakan karena

beliau dalam keadaan sakit hingga akhirnya telah meninggal dunia pada
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hari Jum’at tanggal 04 Mei 2018 di Rumah Sakit “JIH” (Jogja
International Hospital) Yogyakarta.

Kemudian, untuk mendukung pertimbangan dari hakim
Pengadilan Negeri, wawancara juga dilakukan dengan dua orang hakim
Pengadilan Agama, yaitu Bapak Kastel Bahri, SH (Hakim Pengadilan
Agama Bukittinggi) dan Bapak Fathur Rizqgi, SHI (Hakim Pengadilan
Agama Tembilahan) berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara

hibah wasiat yang merupakan perkara perdata.

Penelitiargini me ! ot analysis, yaitu analisis
data dilakukan terf 8 PULSal/ang telah dikumpulkan,
kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil

penelitian yang deskr

MeMM%&S'M&iFﬁMMn@‘Eﬁ&EB'oIeh Satori dan
Komariah, contel%%vgﬁ%éggﬂ suatu metode yang
digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian melalui usaha menemukan
karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis.*’

Adapun langkah-langkah analisis putusan yang akan dilakukan

dalam penelitian ini adalah:

' Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung:
Alfabeta, 2009), h. 157
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. Menjelaskan duduk perkara yang menjadi dasar putusan hakim
dalam  penyelesaian  perkara  hibah  wasiat  Nomor:
69/Pdt.G/2009/PN.Pdg.

. Menelaah diktum-diktum dalam pertimbangan putusan hakim.

. Menganalisis dasar hukum yang digunakan hakim dalam
memutuskan perkara.

. Menganalisis putusan dari aspek hukum materil, hukum formil, dan

penalaran hukum dan/atau alasan serta argumentasi hakim.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

IMAM BONJOL
PADANG



